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MENTERI DALAM NEGERI

REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI

NOMOR  :  9  TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI 

NOMOR 950-2 TAHUN 1999 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT

ORDONATUR, PEMBANTU ORDONATUR DAN PEMEGANG KAS

DANA PEMBANGUNAN SISTEM KOMUNIKASI DEPARTEMEN

DALAM NEGERI

MENTERI DALAM NEGERI,

Menimbang
:
a.
bahwa dengan adanya alih tugas jabatan Kepala Biro Keuangan Depatemen Dalam Negeri, maka Keputusan Menteri Dalam Negeri 950-176A Tahun 1999 yang menetapkan kedudukan Dra. ENDANG SRI WIGATI NIP. 500033270 sebagai Pembantu Ordonatur dana pembangunan SISKOMDAGRI perlu diubah.

b. bahwa Drs. BUSYAIRI AHMADI, M.Soc. Sc. MDA NIP. 010085675 ditunjuk untuk diangkat sebagai pengganti pembantu ordonatur dana pembangunan SISKOMDAGRI.

c. bahwa pengangkatan sebagai Pembantu Ordonatur dana pembangunan SISKOMDAGRI sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri;

Mengingat
:
1.
Undang-undang Perbendaharaan Indonesia (I.C.W Stbl. 1925 Nomor 448) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Nomor 2860)

2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 30307);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung Jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 5);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6);

5. Keputusan Presiden Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapat dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 1999;

6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1988 tentang Prosedur Penetapan Produk-produk Hukum di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;

7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 1999 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Dalam Negeri;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 A Tahun 1995 tentang Pembangunan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI);

Memperhatikan
:
1.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5A Tahun 1995 tentang Penyertaan Pemerintah Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II dalam Pembangunan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri (SISKOMDAGRI);



2.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3A Tahun 1996 tentang Dukungan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah untuk Program-program Pembangunan Departemen Dalam Negeri;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan
:


PERTAMA
:
Mengangkat Drs. BUSYAIRI AHMADI M.Soc.Sc, MDA NIP. 010085675 Pembina Tingkat I (IV/b) Kepala Biro Keuangan sebagai Pembantu Ordonatur Dana Pembangunan Lanjutan Ksatrian STPDN sebagai pengganti Dra. ENDANG SRI WIGATI.

KEDUA
:
Tugas Pembantu Ordonatur Dana Pembangunan Lanjutan Ksatrian STPDN sebagaimana ditetapkan pada Diktum KEDUA Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 950-2 Tahun 1999

KETIGA
:
Contoh tanda tangan/specimen Pembantu Ordonatur sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT
:
Dengan keluarnya Keputusan ini, maka Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 950-2 Tahun 1999 tentang Pengangkatan Pejabat sebagai Ordonatur, Pembantu Ordonatur dan Pemegang Kas Dana Pembangunan Sistem Komunikasi Departemen Dalam Negeri dan Penunjukan Pejabat yang ditugaskan Menandatangani Surat Pembayaran Dana Pembangunan SISKOMDAGRI dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.




Ditetapkan di Jakarta


Pada tanggal 1 Maret 2000








MENTERI DALAM NEGERI





ttd. 





SURJADI SOEDIRDJA

Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksaan Keuangan di Jakarta

2. Kepala BPKP di Jakarta

3. Menteri Keuangan di Jakarta

4. Menko Wasbangpan di Jakarta

5. Semua Pimpinan Komponen Depdagri di Jakarta

6. Gubernur Propinsi seluruh Indonesia

7. Bupati/Walikotamadya seluruh Indonesia

